BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna
Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025;

Mengingat

1

2.

PARAF KOORDINA

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi,
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4880);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

SEKRETARIS DAERAH

\ 4.

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang

ASISTEN A7 |
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Ka. K{LCtU’q

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

KABAG HUKUM
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I'Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
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66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemben-
tukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) se-
bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Un-
dang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6858);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan standar Akuntansi Bebrbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan

, Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
r—;AF’;AF? “OORDINASI, |Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BERRETARIL /24K (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
t&SGSTEN oo —ﬂ—ér Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
st tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Ka LI 5 % ;
E R Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
KABAG HUKUM ? ggf Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2024 Nomor 50);

27.Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2025
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2025 Nomor 59);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2026
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
(Berita Daerah Kabupaten Natuna 2026 Nomor 1);

29. Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2024 Nomor 396) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan peraturan Bupati Natuna Nomor 27 Tahun
2025 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati
Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 423);

30. Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2025 Nomor 446).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
dan
BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
o ~ PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PAR/F < OORDINASI, PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA

W HUN ANGGARAN 2025.

. ©

m ‘ Pasal 1

s ﬂlam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
AGHUY .M : 44 Daerah adalah Kabupaten Natuna.
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. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna

. Bupati adalah Bupati Natuna.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Natuna.

S. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan
Daerah.

8. Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintahan Daerah yang

terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut

S WN

ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan
Keuangan.

9. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang daerah dan oleh karenanya
wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan
Keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.

10. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun
yang diselenggarakan oleh suatu Entitas Akuntansi dengan
Entitas Akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun
timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu Entitas
Pelaporan Konsolidasi.

11. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah Laporan Keuangan

yang merupakan gabungan keseluruhan Laporan Keuangan
SKPD sehingga tersaji sebagai Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Natuna.

Pasal 2
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2025 terdiri atas:

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak Daerah Rp 59.975.027.423,00

2. Retribusi Daerah Rp 34.641.594.142,00

2, Hasil Pengelolaan Kekayaan Rp 6.601.371.891,00
PARAF KOORDINASI, |Daerah Yang Dipisahkan

<+ “RETARIS DAERAH
SISTEN

}4] Lain-lain PAD Yang Sah Rp 8.594.497.573,13
imlah Pendapatan Asli Daerah Rp 109.812.491.029,13

Ka. |
KABAG HUKUM d j R®ndapatan Transfer
{ . Pendapatan Transfer Rp 776.608.626.376,00

Pemerintah Pusat
2. Pendapatan Transfer Antar- Rp 56.549.110.525,00
Daerah
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Jumlah Pendapatan Transfer

Rp

c. Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah
1. Pendapatan Hibah

Rp

2. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Rp
dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan

833.157.736.901,00

0,00
6.826.669.637,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Rp

Daerah yang Sah
Jumlah Pendapatan

2. Belanja
a. Belanja Operasi
1. Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

g @ & w0 N

Belanja Bantuan Sosial

Jumlah Belanja Operasi

b. Belanja Modal
1. Belanja Modal Tanah

2. Belanja Modal Peralatan
dan Mesin

3. Belanja Modal Gedung dan
Bangunan

4. Belanja Modal Jalan,
Jaringan, dan Irigasi

5. Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya

6. Belanja Modal Aset Lainnya

Jumlah Belanja Modal

c. Belanja Tidak Terduga

PARAF KOOR DINASY Belanja Tidak Terduga
SEKRETARIS DAERAH mlah Belanja Tidak Terduga
ASISTEN
Ka. . fgelanja Transfer
KABAG HUKUM Belanja Bagi Hasil

? Belanja Bantuan Keuangan

Jumlah Belanja Transfer

Jumlah Belanja

6.826.669.637,00

Rp 949.796.897.567,13
Rp 449.927.819.282,00
Rp 243.169.874.604,96
Rp 0,00
Rp 29.375.000,00
Rp 12.699.809.695,00
Rp 1.359.240.000,00
Rp 707.186.118.581,96
Rp 1.574.518.532,65
Rp 30.201.275.780,59
Rp 39.599.766.399,64
Rp 51.438.785.930,05
Rp 2.717.356.100,00
Rp 413.870.000,00
Rp 125.945.572.742,93
Rp 854.213.763,87

Rp 854.213.763,87
Rp 4.462.550.900,00

Rp 109.740.923.691,00

Rp 114.203.474.591,00

Rp 948.189.379.679,76



Surplus/ (Defisit) Rp 1.607.517.887,37
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp 4.106.891.698,67
b. Pengeluaran Rp 0,00
Pembiayaan Neto Rp 4.106.891.698,67
Sisa lebih pembiayaan Rp 5.714.409.586,04
anggaran tahun
Berkenaan
Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 5
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Peraturan Bupati Natuna ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 26 A6USTUS 2026

PARAF KOORDINASI \
SEKRETARIS DAERAH - ,BUPATI NATUNA \0
ASISTEN ' o -

Ka. S N
KABAG HUKUM ) A
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Diundangkan di Ranai
pada tanggal 26 AcusTus 2026

DAERAH KABUPATEN NATUNA, 7




